
 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan Pasal  33 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 

menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum berbasis pada kepentingan 

ekonomi anggotanya, sebagai wujud demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa 

koperasi merupakan pilar penting dalam kebangsaan demi mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Koperasi secara pengertian suatu bagian dari tata cara 

mengurus perekonomian di masyarakat Indonesia, hal ini diatur di dalam Undang¬-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dilihat di dalam 

pertimbangan yang terdapat pada Undang - undang yang menyebutkan bahwa 

koperasi bak sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai badan usaha 

serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan nilai-

nilai pancasila dan Undang - undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945. Dalam 

tata kelola perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

asas kekeluargaaan dan demokrasi ekonomi. 

ABSTRACT 

Based on Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia, it is 

stated that cooperatives are legal entities based on the economic interests of their 

members, as a form of economic democracy and people's economic movements 

based on the principle of kinship. This is the basis that cooperatives are an 

important pillar of nationality in order to realize the welfare of society. 

Cooperatives in the sense of a part of the procedures for managing the economy in 

Indonesian society, this is regulated in Law Number 25 of 1992 concerning 

Cooperatives. This can be seen in the considerations contained in the law which 

states that cooperatives are like a people's economic movement as well as a 

business entity and to create an advanced, just and prosperous society based on 

Pancasila values and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the 

governance of the national economy, which is structured as a joint effort based on 

the principles of family and economic democracy. 



 

 

 


